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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kuatnya otoritas yalng dimiliki Presiden dikhawatirkan da lpalt merusak 

sistem dinamika demokrasi di Indonesia, terkhususnya dalam menggunakan hak 

prerogatif dalam memberikan grasi yang dasar pertimbangannya belum diatur 

dalam aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, Ne lgalra Kesaltualn Repulbli lk 

Ilndonlesi la (NKRI) m lerulpallkaln sebulah nlegalra kesatuan hulkulm dengan belrlalndalskan 

Unldalng-Unldan lg Dalsar 1l945 (Yanto, 2020:1). Tujuan dari diberlakukannya hukum 

di Indonesia dapat dilihat dari segi sifat umumnya, seperti adanya keadilan, 

kepastian hukum, kepatuhan, kemanfaatan umum, kemerdekaan, pemisahan 

kekuasaan, keterbukaan dan tranparansi. Secara umum, persepsi masyarakat 

terhadap hukum menyatakan bahwa hukum identik dengan peraturan yang 

ditetapkan oleh negara yang harus diikuti, karena pelanggarannya dapat berakibat 

pada penerapan sanksi (Amin, 2019:1).  

Dalam bentuk pemerintahannya, Indonesia memiliki ben ltulk pem lerilntalhan 

rlepulbli lk klonst litusilonall yang artinya Prlesi lden selbalgali pemegang kekuasaan untuk 

mlenjaldi klepalla n legalra s lekalliguls klepalla pelmerlintalhaln (Adiwilaga, 2018:10). 

Namun, kewenangan presiden juga dibatasi oleh berbagai konstitusi dan akan terus 

diawasi oleh suatu parlemen. Sedangkan dalam sistem pemerintahannya m lenglanult 

slistelm plresidelns lial yang artinya P lresi ldeln daln walkil Prelsideln dlipili lh lalngsulng ollelh 

ralkyalt slebagalimalna tercantum pada Pa lsal 6lA Unldalng-Undalng Dalsar Negalra 

R lepulbli lk Ilndonelsia Talhun 194l5 (UlUD NlRI 194l5) daln tidalk lalgi dipilih olelh 

Mejelis Pelrmusyalwaraltan Ralkyalt (MlPR) (Sahetapy, 2017:320). 
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Seorang Presiden me lmililki peraln yalng salngalt pelnti lng dalalm pengelolaan 

pemerintahan karena P lresi lden belrtilndalk sebalgali klepalla nlegalra daln klepalla 

plemelrintlahaln secara bersamaan, kedua fungsi ini melekat erat pada posisi seorang 

Presiden. (Rannie, 2020:101). Presiden merupakan posisi tertinggi dalam sebuah 

negara yang mewakili otoritas eksekutif serta berfungsi sebagai pemimpin 

pemerintahan dari sebuah negara (Jurdi, 2019:35). Sebagai pemimpin negara, 

presiden memiliki tanggung jawab signifikan dalam mengatur kebijakan 

pemerintah, menjalankan tugas-tugas eksekutif, dan mengawasi implementasi 

undang-undang. Palsall 4 alyalt (1l) UUlD 194l5 berlbulnyi “Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, yang artinya 

Prlesi ldeln bertanggung jawab atas pemerintahannya. Seperti sebagai kepala negara, 

Presiden bertugas dalam menyusun kabinet kerjanya, membentuk pemerintahan, 

mengangkat serta memberhentikan para menteri, dan lain-lain. Hall in li slesulai 

dlenlgaln kletelntualn Palsall 17 UUlD NKRI 194 l5 yang menyatakan pada a lyalt (1l) 

“Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara”, alyalt (2l) “Menteri-menteri itu 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, dan alyalt (l3) “Setiap menteri 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” (Jacoba, 2022:735). 

 Disamping itu, Presiden juga memiliki hak istimewa yaitu hak prerogatif 

sebagaimana kebijakan I lndonlesi la mlengalnult slist lem pelmerlintalhan prlesi ldenlsiall. Hak 

prerogatif aldalalh wewenang khusus yalng dilmillikli olleh seloralng P lresi ldeln, tidak 

dalpalt diintervensi o llleh l lembalga lalin, dan bersifat mutlak. (Adhayanto, 2011:163). 

Dalam hak prerogatif biasanya Presiden memberikan empat kebijakan diantaranya 

yaitu memberikan gralsi, almnestli, alboli lsi, daln relhablilitalsi slebalgailmalna yang telah 

dilatulr dallalm Palslal 1l4 UUlD 194l5 (Kaharudin, 2016:141). Namun, terkadang 
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timbulnya suatu masalah yang dikarenakan kuatnya otoritas yang dimiliiki Presiden 

dalam menggunakan hak prerogatif sehingga di usahakan untuk dibatasi (Chaerul, 

2017:97). Kulatnlya ot loriltals yalng di lmillilki P lresi ldeln, dapat menimbulkan 

permasalahan d lengaln di lnalmilka sistem d lemok lralsi di Indonesia. Namun, ketentuan 

mengenai hak prerogatif Presiden terkhususnya dalam memberikan keputusan grasi 

telah berubah setelah terjadinya perubahan UUD 1945 yang pertama, yang mana 

Prlesi ldeln halrus m lemperhlatikaln terlebih dahulu perltimlbanlgaln dalri Mlahkalmalh 

Algunlg dallam m lembelrikaln klepultulsaln grasi s lesulai dlenlgaln P lasall 4 l alyat (1l) UlU 

No.2l2 Talhun 200 l2.  

 Sejarah pertama kali pem lberilan g lralsi kepada t lerplidalna koruptor d li 

Ilndlonlesi la yaitu dilakukan ol leh mantan P lresi ldeln S lusillo Balmbalng Yuldhloyonlo 

(SBY) kepada Sya lukalni malntaln Bupalti Kultai Kalrtanlegalra, yang mana Syaukani 

mendapatkan grasi melalui Ke lputulsaln P lreslidlen (lKeplprles) Nlo. 7 l/G tahun 2010 

“Grasi Samarkan Hukuman Mati”. Dalam keputusan tersebut di putuskan bahwa 

Syaukani mendapatkan pengurangan masa hukuman tahanan yang awalnya da lri l6 

talhun menjaldi 3 l talhuln pildalna penljalra, sehingga Syalukalni telalh bebals dari penjara 

terhitung dari 18 Agustus 2010. Walaupun pada akhirnya pemberian grasi tersebut 

menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.  

Berbagai kalangan masyarakat menolak adanya kebijakan grasi 

dikarenakan hukuman dengan perbuatan yang telah dilakukan narapidana tersebut 

tidak akan sebanding, terlebih-lebih kepada narapidana koruptor yang di anggap 

telah sangat merugikan negara dan juga masyarakat, sehingga kalangan masyarakat 

tidak semena-mena dapat menerima kebijakan grasi tersebut. P lemb lerialn gralsi 

mlelallui Kleprels seringkali tildak dalpat dialksels olleh pulbli lk kalrenla berisi i lnforlmalsi 
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yalng berlsifalt ralhaslia, hall in li dapat m lengulranlgi tingkat transparansi da ln 

akuntabilitas pem lerilntalh dallalm melaksanakan k lewenlangalnnlya (Fauzi, 2021:623). 

Selain itu, pada Oktober tahun 2019 untuk kedua kalinya Pr lesid len J lokowli 

memberikan gralsi kelpalda Alnnals Maamun malntaln Ketua DPD Golkar Ri lau, yalng 

mana Annas Maamun mendapatkan pengurangan masa hukuman tahanan yang 

awalnya dari 7 tahun menjadi 6 tahun pidana penjara, gr lasi t lerslebult terlmulat dallalm 

Klepultusaln P lresi ldeln (Kleplprels) No. 2l3/G Talhuln 2l019 terltanlggall 2l5 Okltolbelr 2l019. 

 Pemberian grlasi kepada narapidana terkhususnya narapida koruptor pada 

umumnya dilandasi atas dasar h lak alsasi malnulsia (HAM), yalng palda dalsarlnya halk 

tersebut masih tetap melekat sekalipun seseorang tersebut merupakan narapidana 

(Marzuki, 2017:9). Pemerintah memiliki kewajiban mendasar u lntulk m lenghlormalti, 

mleli lndulngli, mlenegalkklan, daln mlemaljukaln HlAM slesulai denlgaln kletenltualn pleralturaln 

pelrundlanglan dan hukum internasional ya lng telalh dilterilma olleh Indonesia (Muladi, 

2009:6). Selain itu, terdapat berbagai pertimbangan lain dalam memberikan grasi 

antara lain yaitu; kondisi kesehatan, kondisi keluarga contohnya seperti terpidana 

seorang janda atau duda yang memiliki anak masih dibawah umur, sikap ke arah 

lebih baik, pengaruh terhadap sistem pemerintahan, toleransi dan lain-lain. (Iwan, 

2019:20). Walaupun demikian sejauh pemberian grasi telah dilakukan, pidana 

denda yang telah ditetapkan wajib untuk dibayarkan oleh narapidana tersebut. 

Selain itu, pada kenyatannya tidak semua pemberian grasi dapat dikabulkan dan 

juga diberikan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dan dari putusan 

Presiden, namun setidaknya setiap narapidana dapat mengajukan grasi secara bebas 

dan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku.  
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Namun, apakah pada dasarnya narapidana korupsi layak untuk 

mendapatkan kesempatan pemberian grasi tersebut. Sebagaimana korupsi adalah 

perbuatan atau praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau 

kewenangan oleh individu atau kelompok u lntulk m lendalpatlkaln keulntu lngaln plribaldi 

altau klelom lpok d lenlgan calra yalng tidak sah altau tlidak et lis. Tilndalkan klorulpsli 

mencakup manipulasi, penipuan, suap, pemerasan, atau perilaku ilegal lainnya yang 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, politik, atau kekuasaan tanpa 

mempertimbangkan kepentingan umum atau norma-norma moral (Setiadi, 

2018:251). Terjadinya korupsi di Indonesia kerap sekali dilakukan oleh aparatur 

pemerintah, pejabat yang korupsi di istilahkan oleh Wertheim, sebagai orang-orang 

yang “late comer to the moden world” orang-orang yang dalam artian kultural tidak 

kompoten memegang jabatannya (Adys, 2018:12).  

Perbuatan korupsi memiliki dampak yang merugikan secara luas, baik bagi 

individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan (Arifin, 2019:892). 

Beberapa dampak dari perbuatan korupsi meliputi: merusak keadilan sosial, 

menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi kualitas layanan publik, 

menurunkan k leperlcayalan mlasyarlakalt, k lorulpsli dalpat m lerusalk k leperlcayalan 

mlasyalrakalt t lerhaldalp plemelrintalh, lemlbagla-lem lbagla pulbli lk dan sistem hukum, 

menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, mendorong ketidak adilan dalam 

sistem hukum, meningkatkan biaya hidup, dan merusak reputasi internasional. Dari 

istilah itulah klorulpsi m lenjaldi telrkelnall dallalm malsyalrakalt daln teralsa salngalt 

mlencelmalskaln (Danil, 2021:28). 

Mengetahui bahwa terciptanya dampak buruk dan kerugian yang cukup 

besar dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, membuat masyarakat 



6 
 

 

beranggapan bahwa semestinya terpidana korupsi dalam hal ini yaitu pemerintah 

yang melakukan perbuatan korupsi tidaklah pantas untuk diberikan keringanan dan 

kebebasan hukuman, terlebih-lebih jika melalui pemberian grasi dari halk plreroglati lf 

yalng di lmillikli olelh P lresi ldeln. Selain iltu, jilka terpidana korupsi diberikan kebebasan 

hukuman melalui pemberian grasi maka terkesan sia-sialah tugas dari badan Klomi lsi 

P lembleralntalsan K lorulpsli (KlPK) dallam m lelakulkaln pelnyellidi lkaln, penuntutan, daln 

penindakan t lerhladalp perbuatan k lorulpsi yalng dilakukan oleh pemerintah. Untuk 

mengurangi adanya tindakan korupsi di Indonesia, upaya hukum luar biasa seperti 

grasi seharusnya dibatasi sehingga peluang setiap terpidana untuk bebas dari jeratan 

hukuman semakin kecil. 

 Disamping itu, dengan adanya pemberian grasi kepada terpidana korupsi 

seakan-akan telah mengabaikan harapan bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa 

anti korupsi, yang dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan yang telah dibentuk 

untuk memberantas adanya tindakan korupsi seperti “UU No. 3 tahun 1971 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  UU No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU No. 20 Tahun 2001 jo 

UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Pemerintah 

No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 

Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional 
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Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Peraturan Presiden No. 102/2020 tentang 

tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.  

Walaupun pada dasarnya penggunaan hak prerogatif yang dimiliki Presiden 

dalam pemberian grasi tidak dapat semena-mena diberikan, melainkan harus 

melalui pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Namun, pada kenyataannya tidak 

selalu pertimbangan melalui MA yang dalam hal ini Hakim yang memiliki 

wewenang untuk mempertimbangkan sampai dengan menetapkan suatu kebijakan 

dapat menghasilkan suatu kebijakan yang benar dan juga sesuai dengan harapan. 

Selain itu, sebelumnya sudah terdapat berbagai penelitian yang mengakaji tentang 

penggunaan halk prerogaltilf P lresi ldeln dallam m lemberlikaln gralsi kepada terpidana 

korupsi d li Ilndon lesi la yang dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah.  

Namun, dalam penelitian ini akan mengkaji dari perspektif yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya, sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian karya sendiri yang dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah. 

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi landasan perbedaan dari penelitian ini 

yaitu seperti artikel yang berjudul “Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap 

Terpidana Korupsi Di Indonesia” (Sulistyowati: 2014), yang hanya mengkaji 

tentang aturan pemberian grasi, tanpa adanya pengkajian tentang mekanisme 

pengajuan dan juga pertimbangan pemberian grasi. Dan juga seperti artikel yang 

berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana Dalam Pemberian Grasi” 

(Kurniawan: 2015), yang hanya mengkaji tentang proses pengajuan pemberian 

grasi, tanpa adanya pengkajian tentang asas dan juga prinsip hukum grasi. 
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 Dengan menyadari bahwa perbuatan korupsi tidaklah pantas untuk 

diberikan keringanan dan juga kebebasan hukuman, terlebih-lebih jika melalui 

pemberian grasi dari hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Sebagaimana 

upaya-upaya hukum yang telah ditetapkan dengan harapan dapat mencegah serta 

menghilangkan adanya perbuatan k lorulpsi d li Ilndonlesi la. B lerdalsarkaln ulraialn laltar 

bellaklanlg diatas, m lakla dapat diuaraikan lebih da llalm mengenai peraturan 

penggunaan hak prerogatif yang dapat digunakan Presiden kepada terpidana 

korupsi di Indonesia, dengan melalui judul “PENGGUNAAN HAK 

PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA 

TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 B lerdalsarkaln laltar belalkalng yalng telah tersedia diatas, ma lka permasalah 

yang dalpat di i lden ltifikalsikaln antara lain s lebaglai berlikult: 

1. Kekhawatiran akan kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden dalam 

menggunakan hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi 

di Indonesia. 

2. Ketidaksesuaian aturan hukum untuk memberikan grasi kepada terpidana 

korupsi jika dibandingkan dari banyaknya aturan hukum yang telah dibentuk 

untuk memberantas adanya tindakan korupsi di Indonesia. 

3. Ketidaktepatan dasar pertimbangan P lresideln dallalm m lemberilkaln gralsi kepada 

terpidana korupsi d li Ilndonlesi la jika dibandingkan dari bahayanya dampak 

buruk yang dihasilkan dari tindakan korupsi.  
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1.3 Pembatasan Masalah  

 Dalam konteks penyusunan kerangka ilmiah sebagai suatu penelitian, 

sangat penting untuk menguraikan materi dengan jelas sesuai dengan yang akan 

dliatulr dli dallamlny la. Hall inli blertuljualn ulntulk mencegah algar is li atalu malteri yalng akan 

dibahas tidak mengalami penyimpangan dari inti permasalahan yang telah 

dlirulmulskaln sebelumnya. D lenlgaln dlemi lkialn, tujuan utama untuk membahas materi 

dapat dilakukan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat 

menghindari pembahasan yang keluar dari cakupan pokok permasalahan. Untuk 

menjaga pembahasan agar tidak menyimpang, maka diperlukanlah batasan-batasan 

yang menjaga m lenlgenali rulang li lngkulp plermasallahaln yalng alkaln dlibalhas nalntlinyla. 

Aldapuln rulang li lngkulp yalng alkan di lbahals dalam penelitian ini yai ltu adanya 

kekhawatiran akan kuatnya otoritas yang dimiliiki Presiden dalam menggunakan 

hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi, yang tentunya 

akan tidak s lesu lai dlengaln alturaln hulkulm yalng telah dibentuk u lntulk mlemberalntals 

adanya tindakan k lorulpsli, dan juga dalri adanya dampak buruk yang dihasilkan dari 

tindakan korupsi di Indonesia. 

1.4 Rumusan Masalah 

 B lerdalsarlkaln ildentifikasi masalah d li atals, maka dapat dirumuskan dua poko lk 

plermlaslalalhaln, yalitu: 

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan pem lbelrialn gralsi olelh P lresi ldeln kepada 

terpidana korupsi d li Ilndonlesi la? 

2. Apa dasar pertimbangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif untuk 

memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Adapun dallalm penleli ltialn inli penluli ls memiliki dula tuljualn yalng i lngiln di capai 

antaralain yaitu: 

1.5.1 Tujuan Umum  

S lecalra ulmum tu ljualn dalam p lenellitialn in li yaitu ulntu lk m lengetalhuli 

bagaimana sebenarnya pertimbangan Presiden dalam mengunakan hak 

prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia 

sehingga adanya kekhawatiran akan kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden 

dapat dibatasi. Sebagaimana seharusnya p lresi ldeln halrus m lempelrhaltikaln 

terlebih dahulu p lertilmblangaln dalri M lahklamlah Algunlg dallalm m lembleriklan 

klleputlusaln glrasli s lesulai dlengaln P lasall 4l alyat (1l) UlU No.2l2 Talhun 200l2. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

S lecalra khulsuls tujuan dalam p lenellitialn in li yaitu u lntu lk m lengetalhuli 

blagailmalna aturan hu lkulm t lentlanlg penggunaan halk plrerlogaltif dari P lreslideln 

untuk memberikan gralsi klepalda terpidana k lorulpsli dli Indonesia. Selain itu, 

menjadikan suatu kasus atau fenomena yang telah terjadi, menjadi sebuah 

sampel atau contoh yang dapat digunakan dalam mengkaji sebuah 

pertimbangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif untuk 

memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia, sehingga aturan 

hukum tentang hak prerogatif dari Presiden untuk memberikan grasi dapat 

memperjelas dasar pertimbangan yang sesungguhnya pada saat 

mempertimbangan adanya permohonan grasi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Malnfalat dalri  plenel litilaln inli bertujuan untu lk mlengletalhuli tlenltanlg bagaimana 

penggunaan halk plrerogaltif P lresi ldeln dallalm memberikan gralsi klepalda terpidana 

klorulpsli di Indonesia. Melalui manfaat p lenellitilan in li terdapat du la ma lnfalat yalitu 

malnfalat plenellit lialn t leorlitlis daln malnfalat penilitian p lrakltils, yang k ledula malnfalat 

tlerseblut pada dasarnya saling berkaitan. Kedua manfaat p lenellitilan in li tersusun 

alntarla llain yaitu s lebalgali blerilkult: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Dalam malnfalat t leoriltils diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

pemahaman terkait penggunaan halk plreroglati lf P lreslideln dallalm mlemblerilkaln 

gralsi kepada terpidana korupsi d li Ilndonlesi la. Selain itu, dapat dijadikan 

refrensi tambahan dalam bidang ilmu hukum terkhususnya dalam hu lkulm 

pildanla Inldonlesi la.  

1.6.2 Manfaat Praktis  

 Aldapuln malnfalat pralkti ls yang dapat diambil da lri p leneli ltialn in li 

aldalalh s lebalgali blerilkult: 

a. Bagi Penulis 

S lecalra praktis diharapkan p leneli ltialn inli dalpalt dilgunalkaln s lebalgali sulmbelr 

pustakaan dalam mempelajari dan memahami tentang penggunaan ha lk 

plreroglati lf P lresi ldeln dallalm mlemberi lkaln gralsi kepada terpidana korupsi d li 

Ilndon lesi la. 

b. Balgi Malsyalrakalt 

Halsil dari p lenellitialn ini diharapakan dalpat dijadikan sarana p lengetalhualn 

dalam menambah wawasan, membentuk pola pikir, dan juga 
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mengembangkan pengetahuan mengenai penggunaan ha lk plrerogaltillllf 

P llresi lden dallalm m lemblerilkaln glrasi d li Ilndonlesi la. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil dari p lenellitilan i lni dliharalpkaln dalpat m lembalntlu daln m lemlbelrikaln 

plengeltalhulan m lendallalm m lenglenali plenglgulnalan halk plrerlogaltilf P lresi ldeln 

dallalm m lemlbelriklan glrasli klepalda terpidana korupsi d li Ilndon lesi la sehingga 

untuk kedepannya pemerintah melalui lembaga Mahkamah Agung (MA) 

dapat lebih baik untuk memberikan pertimbangan dalam penggunaan hak 

prerogatif oleh Presiden. 

 


